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TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2015
DIREKTUR JENDERAL BIEA DAN CLIKAIL

bahwa berdasarkan  Peraluran  Menteri Keusangan Nomor
240 /PAMEK0O11/2014, atas impor Barang dan Bahan untuk
memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingan umum
dan peningkatan daya saing industirn scktor tertentu Tahun
Anggaran 2015, dibenlkean Bea Masuk Dilanggung Pemerintah;
bahwa untuk pelaksanaan pemberian Bea Masuolk Ditanggung
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huraf a, perlu diatur
mengenat tata cara pelaksanaannye;

bahwa berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana  dimaksuad
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Dircktur Jenderal Bea dan Cukail tentang Tata Cara Pemberian
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Alas Impor Barang dan
Bahan untuk memproduksi barang dan/alau jasa guna
kepentingan umum dan peninglkatan daya saing industrl seklor
tertentu Tahun Anggaran 2015;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tabun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
schagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Momor 93, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia
Nomor 466 1);

. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 ifentang Keuangan

Megara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomaor 47, Tambahan Lembaran Megara Hepublik Indonesia
Nomor 4286,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itentang Perbendaharaan
MNegara  {Lembaran MNegara Repubbk Indomesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4333);

Undane-Undang Nomor 27 Tahun 2014 lentang Anggaran
Pendapalan dan  Helanja Negara Tahun  Anggaran 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Bepublbik Indonesia Nomor 55935);

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 184 /PMEK.O1 /2010 tentang
Crganisasi dan Tata Kerja Kemenierian Keuangan;

Peraturan Menicri Keuangan Nomor 143/ PMK.04 /2011 tentang
Gudang Berikal;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 /PMRE 04/2011 tentang
Pengembalian Bea Masuk yang Telash Dibavar atas [mpor
Harang dan Bahan untuk Diclah, Dirakit, atau Dipasang Pada
Barang Laim dengan Tujuan uniuk Diekspor, schagaimana telah
diubah  dengan  Peraturan Menternn  Keuangan  Nomor
177/ PME.04/2013;



Menetapkan

B, Peraturan Menlerl Keuangan Nomor 2534 /PME.0O4/2011 tentang
Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk
Diplah, Dirakil, atau Dipasang Pada Barang Lain dengan
Tujuan untuk Dickspor, sebagaimana ilclah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuvangan Nomeoer 176/ PMK.04/2013 ;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMEK.011/2014
lenlang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Alas Impor Barang
dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atan Jasa Guna
Kepentingan Umum dan Peningkatan Dayva Saing Industri
Sektor Tertentu;

10.Peraturan Menlenn  Keuangan  Nomor  249/PMK.011/2014
lemleng Bea Masuk Dilengeung Pomerinlah Scktor Indostri
Tortentu Tahun Anggaran 20105;

11.Peraturan  Direktur Jenderal Bea dan Cukal Namor
PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat;

MICAMUTLISKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUE DITANGGUNG FEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODURST
BARANG DANJATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU
TAHUN ANGGARAN 2015.

BAI T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dircktur Jenderal lea dan Cukal ini yang
dimaksud dengan:

1. Hea Masuk Ditangpung Pemerinlah vang sclanjulnva dischbut
BM DTP adalah [lasilitas bea masuk terutang vang dibavar oleh
pernerinigh dengan alokasl dana yang telah ditetapkan dalam
Anpparan Pendapatan dan Belanja Negara dan/ataun Anggparan
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan,

2. Perusahaan adalah perusahaan vang termasuk dalam indusino
scktor tertentu vang dapal memperoleh BM DTE.

3. Pencrima Fasilitas Pembebasan dan/falau Pengembalian adalah
badan wusaha yang moemiliki MNemoer Induk Perusahaan
Pembebasan dan/atau Pengembalian, yang  dilerbitkan  oleh
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai.

4. Barang dan DBahan adalah barang jadi, barang sclengah jadi
dan/atau bahan baku termasuk suku cadang dan komponcen,
yvang diolah, dirakit, atan dipasang untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa.

2. Kantor PPabean adalah kantor dalam lingkungan IDircklorat

Jenderal Bea dan Cukai termpat dipenuhinya kewsajiban pabean

vaiu;

4. Kantor Pelavanan Utama Bea dan Cukai;

k. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukar Tipe
Madya, ataun

c. Kanlor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Culkal Tipe
Predamsa.



&,

(1)

(2)

(3)

(4)

Daloumen Sumber adalah:

4. Permnberitabhuan Pabean Impor, iermasuk Pemberitahuan
Impor Barang (PIB)/BC2.0, dan/atau Pembertahuan Tmipor
Barang dari Tempat Perumbunan Benkal /BC2.5; dan

h. Sural Setoran Pabean Cukal dan Pajak [(SSPCP) vang tclah
dibubuhlkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
BERDASARKAN PMK NOMOR 249/PME.011/2014" oleh
Kantor Pabean.

. Pembina Scktor Industri adalah menteri/ pirmpinan lembaga yang

membina Indusiri Sckior Tertentu, schagaimana ditetapkan
dalam Lampran | yang merupakan bagian tidak terpisshkan
dari Peraturan Dircktur Jenderal ini.

Kuasa Pengguna Anggaran vang selanjutnya discbut KPA adalah
pejabal pada kementerian negara/lembaga yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan uniuk melakukan pengelolaan anggaran
belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah.

BAB I
PERMOHONAN BEA MASUK DITANCGGUNG PEMERINTAH

PPasal 2

Terhadap impor Barang dan Bahan untuk memproduks: barang
dan/atan jasa runa kepentingan umum dan peningkatan daya
saing industri seldor lertenta Tabun Anggaran 2015, dapat
diberikan BM 12TP, dengan KPA dan alokasi pagu anggaran
sehagaimana ditelapkan dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dircktur Jenderal int

Untuk mompereleh BM DTP schagaimana  dimaksoud pada
ayal (1), Perusshaan harus momenubit kelentuan  schagal
berikut:

a. tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan
jumlah dan/atau jenis barang pada Pemberitahuan Pabean
Impor dengan  {astlitas BM  DTP yang menycbablkan
kekurangan pembayaran bea masuk sclama 1 (satu) tahun
terakhir;

b.tidak mempunyal ulang bea masnk, cukai dan pajak dalam
ratgka impor vang telah lewat jatuh lempo pembavaran:

c. mempunyal Rencana Impor Barang yang telah disetujul dan
ditandasahkan oleh Pembina Sckior Industri; dan

d.mengajukan permeohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan

Culea.

Untulc mendapallsan persclujuan alas permohonan
schagaimana dimaksud pada ayal (2) hurul d, Perusahaan
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal I3ea dan
Cukai u.p. Dircktur Fasilitas Kepabeanan sesuar format surat
permohonan schagaimana ditetapkan dalam Lampiran I vang
merupakan bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan Dirckiur
Jenderal ini.

Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh
Perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Kepabeanan, dan
dilengkapi dengan dokumen:

a. asli  Hencana Impor Barang yang iclah diseiujul dan
ditandasahkankan olch Pembina Sclktor Industn scsuai
format schagaimana ditelapkan dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Direktur
Jenderal ind, discrial data dalam bentuk softcopy:



(1)

(2)

(+3)

()

(4]

(5]

b, surat keterangan pencraparn Sistemn Informasi  Persediaan
Herbasis Komputer (T nveniory) dan Kepala Kantor Wilayah
atau Kepala Kantor Pelayvanan Mama Bea dan Cukal penerbit
Nomor  Induk Perusahaan Pembebasan dan/atau
Pengembalian bagi Penernima Fasilitas Pembebasan dan/atan
Pengembalion, sesuad format schapaimana ditetapkan dalam
Lampiran [V vang merupakan bagian tidak terpisahlkan dari
FPeraturan Direltur Jenderal ind;

¢, folocopy Angla Penpgenal Importir; dan

d. folocopy Akta Perusahaan, dalam hal pemohon bukan yang
tercantum dalam Angka Pengenal Importir.

Pasal 3

Terhadap permohonan schagaimana dimaksud dalam FPasal 2
ayval (3], Direktur Fasilitas Kepabeanan memberikkan persctujuan
atau penolakan dalam jangka walkiu paling lama 7 (lujuh] hari
kerja sejak permoehonan dilerima secara lengloap.

Dalam hal permohonan disclujul sebaglan atau  scluruhnva,
Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri Keuangan
mencrbitkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian
BM DTP Atas Impor Harang dan Bahan untuk memproduolest
barang dan/atau jasa guna kepentingan urnum dan peningkatan
daya saing industri sektor tertentu Tahun Anggaran 2015,
Dalam hal permohonan ditolak scbagian alau seluruhnya,
IJrekiur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menten Keuangan
menerbitkan  sural penolakan dengan menycbutkan alasan
penalalkan,

Keputusan Menteri Keuangan scbagaimana dimalksud pada
aval (2] berlaku paling lama samp:ss dengan tanggal
31 Desember 2015,

Pasal 4

Terhadap Keputusan Menterl Keuangan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dilalkkukan perubahan.

Untule dapat melakoakan perubahan atas Keputusan Menteri
Kenangan scbapaimana dimaksud pada ayal (1}, Perusahaan
mengajukan Surat Permohonan Perubahan kepada Dircktur
Fasilitas Kepabeanan dengan menyebutkan alasan perubahan.

Dalam hal perubahan scbagaimana dimaksud pada avat (1)
berkaitan dengan dala Rencana Impor DBarang (RIB), maka
permohonatn harus dilampiri dengan Perubahan Rencana Impor
Barang [RIB) vang telab disetujui dan ditandasahlkan oleh
Pembina Sckilor Industri,

Perubahan scbhagaimana dimaksud pada aval (1) Gdak berlaku
terhadap Barang dan Bahan vang telah mendapatl nomor
pendafaran Pemberitashuan Pabean Impor di Kantor Pabean
tempal pemasukan,

Terhadap permohonan porubahan scbagaimana dimaksud pada
ayal (2), Dirckiur Fasilitas Kepabeanan memberikan persetujuan
atau penolakan dalam jangka wakin paling lama 7 (tujuh} han
kerja sojak permohonan dilerima sceara lengkap,



16) Dalam hal permohonan perubahan disetujuil sebagian atau
selurahnva, Dirclktur Fasilitas Kepabeanan alas nama Menlerd
Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan tenfang
Perubahan  Keputusan Menteri  Keuangan  schagaimnana
dirnaksud dalam Pasal 3 ayal (2).

(7) Ddalam hal permohonan perubahan ditclak secbagian atan
scluruhnya, Dirclktur Fasilitas Kepabeanan alas nama Menteo
Keuangan mencerbiltkan surat penolakan dengan menyebutlan
alasun penolakan,

BAH I
PEMASUKAN BARANG DARI LUAR DAEREAH PABEAN

Pasal §

(1) Lalam rangka pemenuhan kewajiban pabean barang impor yang
mendapal BM DTP scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayal (2), Perusahaan harus mengajukan Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)/BC 2.0 dengan mencanturmkan:

a. nomor Keputusan Menteri Kenangan mengenai BM DTF pada
huruf D butir 19 kolom “Pemenuhan Persyaratan /Fasilitas
Impor”;

b. nilai BM DTF pada hurul 3 butir 37 kolom “Ditanggung
Pemerintah™: dan

c. kode fasilitas “287 wyaitu “Kep Lainnya (selain 01-26
dan 29-36)7 pada huruf D butir 19,

pada Pemberitahuan Impor Barang (PI1).

(2) Pengajuan Pemberitabhuan lmpor Barang (PIB)/BC 2.0 ke Kanlor
Pabean tempal pemasukan barang schagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dilampiri dengan;

a. Keputusan  Menteri  Keuangan  mengenai BM DTP
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (2);

b. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (35PCP);

¢, fofncopy Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 dan
Sural Sctoran Pabean, Cukal dan Paggak (SSPCPE) dalam
2 (dua) rangkap; dan

d. dokomen pelengkap pabecan laimnya sesua keleniuan impor
untuk dipakai.

(3) Realisasi impor Barang dan Bahan yang mendapat BM DTP
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (2) dilakukan paling
lambat pada tanggal 31 Descmber 2015 vang dibuktikan dengan
tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0.

(4 Kewajiban scbagaimana dimaksud pada avat (1) dan ayat ()
juga herlaku terhadap Perusahaan pencrima fasilitas Mitra
Hama [MITA),

(3) Pemenuhan  kewsjiban pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (2], mengikuti ketentuan perundang-undangan mengenai
penyampaian pemberitabuan pabean impor.

BAB TV
PEMASUEAN BARANG DARI GUDRANG BERIKAT KIt TEMPAT LAIN
DALANM DAERAF PAISIAN
Pasal &
(1) BM DTP dapat diberikan kepada Perusahasn atas Barang dan
Bahan vang dikeluarkan darl Gudang Berikat ke tempat lam
dalam dacrah pabean.



(2]

(3

e

—

(4

St

{6}

{7}

(8]

Pemenuhan kewajiban pabean atas pengeluaran Barang dan
Bahan dari Gudang Berikat ke tlemnpal lain dalam dacrah
pabean, sehagaimana dimaksud pada aval (1) dilakukan dengan
mengajukan  Pemberitahuan  Impor Barang  Dari Tempat
Penimbunan Berikat/BC 2.5 ke Kantor Pabean yang mengawasi
Gudang Berikat dengan mencantumban;

a. nomor Keputusan Menteri Keuangan mengena BM DTP pada
kolom I5, angka 12 “Surat Keputusan/Persetujuan™ dan

b, nilai BM DTP di bagian "Data Pencrimaan Negara” pada
kolom “Dibavar”.

FPengajuan  Pemberilahuan Impor  Barang  Dari Tempat
Penimbunan Berikatl /BC 2.5 ke Kantor Pabean yang mengawasi
Gudang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2} harus
dilampiri dengan:

a. Keputusan Menteri  Keuangan  mengenai BM DTP
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [2);
Surat Setoran Pabean, Cukal dan Pajak [SSPCP);

¢. folocopy  Peomberitahuan lmpor DBarang  dard Tempat
Penimbunan Berikal/BC 2.5 dan Surat Setoran Pabean,
Cukai dan Pajak (S5PCP] dalam 2 [dua) rangkap: dan

d. dokumen pelengkap pabean lainnva sesual kelentuan impor
untuk dipakai,

Realisasi pengeluaran Barang dan Bahan vang mendapat
BM DTP dari Gudang Berikat sebagaimana dimalksud dalam
Ayl i1 dhlakukan paling  lambal pada langgal
31 Descmber 2015, yang dibuktikan dengan  tanggal
pendailaran Pemberitahuan  Impor 1Barang dari Tempat
Penimbunan Berikat/BC 2.5 di Kantor Pabean vang mengawasi
Gudang Berikatl.

Terhadap pengeluaran Barang dan Bahan dar Gudang Berileat,
Penpusaha Gudang DBerileat /TPIMWEE harus membuat  surat
pernyalaan, sesuail format sechagaimana  ditetapkan  dalam
Lampiran V vang merupakan bagian idak lerpisahkan dar
Peraturan Dircktur Jenderal ini.

Pengeluaran Darang dan Bahan dari Gudang Berikal kepada
Perusahaan schagmimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
scsual  dengan  peraturan  perundang-undangan  mengonai
pengeluaran barang impor dart Tempat Penimbunan Berikat
untuk tujuan dimpoer untuk dipakat,

Dalam hal kolom “Ditanggung Pemerintah” sudah tersedia pada
FPemberitahuan  Impor DBarang Darl Tempat Penimbunan
Berikat/BBC 2.5, pemenuhan kewajiban pabean schagaimana
dimaksud  pada  ayal (2] hurul b, dilakukan  dengan
mencaniumkan  nilai BM DTEP  pada kolom  “Ditanggung
Pemerintah™,

Pengisian  Pemberitahuan Impor  Barang  Dan Tempat
Perimbunan  Berikal /BC 2.5 schagammana dimaksud  pada
ayat (2), secsual ketentuan perundang-undangan mengenai
pemberitabhuan pabeoan impor.
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Pagal 7

(1) Kanilor Pabean, haros;

el.

o,

menelitt dan memotong jumlah Barang dan Bahan vang
mendapat BM DTP pada Lampiran Eeputusan Menteri
Keuangan schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (2);

membubuhkan  cap “BEA  MASUK  DITANGGUNG
PEMERINTAH BERMDASARKAN PV MOINVICHR
29/ PMK.011/20147 sesal format sebagainana
ditetapkan dalam Lampiran VI yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Direlelur Jenderzl ini pada
semua lembar asli dan fotocopy,;

i. Pemberiiahuan Impor Barang (PIB)/BC 2.0 dan/atau
Pemberitahuan Impor Barang Dan ‘Tempat Penimbunan
Berikal /BC 2.5, dan

1. Bural Scloran Pabean, Culked dan Pajak (SSPCP).

mengist nilai BM DTFE, nama, NP, tanggal serta paral
prjabal bea dan cukal vang ditunjuk oleh Kepala Kanlor
Pabean pada cap "BEA  MASUK  DITANGGUNG
PEMERINTAH BERDASARKAN PME NOMOR
2409/PME.O11/2014" schagaimana dimaksud pada ayal (1)
huaruf b;

menyelenggarakan pembukuan dan mengadministrasikan
berkas PIB/BC 2.0 dan/atau Pemberitahuan Impor Barang
Dari Tempatl Perimbunan Berikat /BC 2.5 BM DTP; dan

membual laporan kepada Direlkiur Jenderal u.p. Dircklur
Penerimaan  dan Peraluran Kepabeanan dan Cukas
(dilampirt Dokumen Sumber) dan kepada Direktur Fasilitas
Kepabeanan (dilampinn Dokumen Sumber], paling lama
setiap tanggal 5 (ima) bulan berikuinya sesual format
schagaimana  ditetapkan  dalam  Lampiran VI vang
merupakan  bagian Gdak  lerpisahkan dari Peraturan
Direktur Jenderal ini.

(2) Ketentuan  kewajiban  pengiriman  laporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan dalam hal laporan
telah disampaikan dalam aplikasi vang telah disediakan olch
kantor pusal Bea dan Cukar;

(3) Dokumen dan Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢, adalah:
a. folocopy DPemberitahuan Impor DBarang (PIB)/BC 2.0

b.

dan/atau fatocopy Pemberiltahuan lmpor Barang Dan
Tempal Penimbunan Bernikat/BC 2.5 dan SSPCP yang
telah  dibubuhi  cap “BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH BERDASARKAN PMEK NOMOR
249/PMK.011/20147 sehagaimana dimaksud pada aval (1)
hurul b; dan

laporan nilai BM [DTP yang dipakai schagai dasar
pencatalan penerimaan dan pengeluaran nogara;

(4] Nilai  BBM DTP yang  dipakad  scbagad  dasar  pencatatan
penerimaan dan pengeluaran negara scbagaimana dimaksud
pada ayat 3 huruf b merupakan nilai bea masuk vang
tereantum dalam pemberitahuan pabean.



[3) Dalam hal terdapat penetapan oleh pejabat pemerilisa dokumen

sehingga mengakibatkan terbitnya SPTNP, nilai BM DTP vang
dipakai scbagai dasar pencatatan penerimasn dan pengeluaran
negara merupakan besarnya bea masuk vang lercantum di
Pemberitahuan Pabean, dikurangi besarnya hca masuk vang
ada di SPTNP.

[6) Kegialan schagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan oleh

Pejabat vang menangani pemolongan kuota pada:

a. Bidang Fambilas, dalam hal pengajuan Pemberitahuan
[mpor Barang [PIB]/BC 2.0 schagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 aval (1] sdau Pemberitahuan Impor Barang [Dari
Tempat Penimbunan  Berikat/BC 2.5 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & ayal (2] disampaikan pada Kantor
Pelavanan Utarma Bea dan Cukad; ; stau

b. Beksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukail, dalam hal
pengajuan  Fembentahuan bmpor Barang (FIB)/BC 2.0
schagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1] atau
Pemberitahuan Impor Barang Dari Tempat Penimbunan
Berikat/BC 2.5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat
(2} disampaikan pada Kantor Ponpgawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai.

(7] Dircktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukad

melakukan pencatatan atas laporan schagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dan mencruskan Dokurmen Sumber
kepada Sekretaris Dircktoral Jenderal Bea dan Cukan uniuk
pencalatan dalam Sistem Akuntansi Instansi (SAIL) Kantor Pusal
Direletorat Jenderal Bea dan Cukai.

(8) Terhadap laporan schagammeana dimaksad pada ayat (1] huraf o,

Direlktur Fasilitag Kepabeanan melakukan;

a. pencatatan dan mencruskan Dokumen Sumber kepada
Pembina Sclkior Industri; dan

b. penyvampalan Laporan Triwulan Realisasi BM DTP kepada
Menteri Keuangan c.g. Kepala Badan Kebyakan Fiskal
Kemenierian Keuangan pada  bulan April, Juli, dan
Oktober, untule tahun berkenaan dan Januari untulk tabun
berikutnya, sesual formal schagmomana dilelapkan dalam
Lampiran VT vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Direkiur Jenderal ini.

IPasal 8

Perusahaan vang telah mendapaltkan BM DT scbhagaimans
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus:

L.

L.

menyclenggarakan pembukuan mengenal pengimporan Barang
dan Bahan untuk keperluan audit di bidang kepabeanan.

menyvimpan  dekumen, catatan-catalan, dan pembukuan
schubungan dengan pemberian BM DTP sclama 10 (sepuluh)
tahun pada tempatl usabanya.

menyampaikan laporan tentang realisasi impor Barang dan
Bahan kepada [ircktur Jenderal Bea dan Cukai up. Dirckiur
Audit paling lama 3 (liga) bulan selelah berakhirnya Keputusan
Menteri Keuangan schbagaimana dimaksud  dalam  Pasal 3
ayal (2]



BAB VI
PENYALAHGUNAAN DAN SANICSI

Pasal 9

(1) Terhadap Barang dan Bahan vang diimpor oleh Perusahasn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat {2):

a. wajib digunakan scsual peruntukannva oleh Perusahaan
vang bersanglutan; dan
b, tidak dapat dipindahlangankan kepada pihak lan;
(2) Terhadap penvalahgunaan ketentuan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1), Perusahaan dikenai sanksi scsual peraturan vang
diterbitkan olech masing-masing Pembina Sckior Industri,

(3) Terhadap kesalahan pemberitahuan jumlah dan/atau jenis
barang pada Pemberitahuan Pabean Impor yvang ditemukan pada
saal dilakukan penelhitian ulang atas pemberitahuan pabean
atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan, dikenakan
tamhah bayvar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor serta
dikenakan denda danfataun bunga sesual Undang Undang
Kepabeanan.

BAE VII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Fasgal 10
{1) Terhadap permohonan BM DTP schagaimana dimalisud dalam
Pasal 2 avat (3) tidak dapat diberikan persclujuan pengeluaran
barang impor untuk dipakai dengan menggunakan jaminan
(vooruttslag).

(2] Terhadap Barang dan Bahan vang telah dilakukan importasinya
dengan membayvar bea masuk  tdak dapat diberilkian
pengembalian bea masuk (restiwsd,

(3) Dalam hal importasi Barang dan Bahan oleh Perusahaan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terkena
ketentuan larangan danj/atau pembatasan impor, keteniuan
terschut harus dipenuhi pada saat Barang dan Bahan lerschut
ditmpor.

BARE VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Direktur Jenderal imi mulal berlaku pada tanggal
ditetapkan sarmpai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di Jalarta
pada langgal 22 Januari 2015

Salinan sesual dengan aslinya, DIREKTUR JENDEREAL BEA DAN CUKAIL

-ttd-
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[AMPIRAN T

PERATURAN DIREETUR JENDERAL

BEA AN CUKATL MNOMOR

PER-01 fBC 205 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUR

DITANGOGUNG PEMBERINTAH ATAS
UNTUE  MEMPRODUEST  BARANCG

[MPOR DARANG DAN BAHAN

DAMSATAL  JAasAa GUNA

HEPENTINGAN JMUM DAN PENINGEATAN DIAYA SAING TMELISTRI
SEETOR TERTENTU TAHUN ANGCGARAN 20115

DAFTAR

PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

' "'T”Pi'fia&r}fﬁ:ﬂ{ SEKTOR
| NO,|  INDUSTRI / KUASA
| PENGGUNA ANGGARAN |

1. | Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur,
Kementerian
Perindustrian

SEKTOR INDUSTRI

Pembualan Kemasan Plastil,
Plastik Lembaran, Biaxially
Cnented Poly Propylene Film, Cast
Poly Propylene Film, Karung Plastil,
Palet Plastik, Botol Dan Jerigen
FPlastik, Terpal Plastik, Gerotckstil,

Tangga Dari Plastik

Pembuatan Karpet, Pormadani,
Swadah, Kain Jok, dan/atau
PV/PVC Artificial

Permbuatan Resin Berupa Alkyd
Resin, Unsaturated Polyesier Resin,
Amino Resin, Emulsi Resin, Pigment
Phihalate, Solution Acrylic/ Synthetic
Lettex,  Latex  Syntfhetic  Resin
Dispersion, Plasticizer,

Resin

Pembuatan  Alat  Tulis  Berupa
Ballpaint Dan Casing Crayon
Pembuatan Trkalsinasi Kokas
| [Calcined Petroleum Coke)

Barang Dan/Atau Perabot Rumah |

Formaldehyde dan Formaldehyde

PAGU ANGOGARAN
(RUPIAH)

509.000.000.000,00 |

75.000.000.000,00

£.600.000.000,00

1.000.000.000,00

20.830.000.000,00 |



LAMPIRAN |

PERATURAN DHREKTUR JENDERAL BEA DAN GURAl NOMOR
PER-0/BC2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK
INTANGOUNG FEMERINTAH ATAS [MPOR HARANG DDAN BATIAN
UNTUE  MEMPRODUKS! BARANG  DAN/ATALT  JasSa GUNA
KEPENTINGAR UMUM DAN PENINGRATAN DAYA SAING INDUSTEI]
SERTORE TERTENTL TAHUN AMGGARAN 2015

s 1

DAFTAR

PAGU ANGGARAN SEKTOR INDUSTRI DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2015

| Direlctur Jenderal lJLmbLLdtdIl Komponen Kendaraan 109.400.000.000,00
| Industin Unggulan Bermotor
Ei‘f]rbf“ Teknnlog Pembuatan Bagian Tertentu  Alat 9.981.000.000,00
&8l Besar Dan/Atau  Perakitan  Alal
Kemenlerian Besar
| Perindusirian Pembuatan Peralatan Rumah Sakit 2.311.000.000,00
; .Pcml:;tlr.:.ata-.{ll N Trlr-bm -Ufip .|: Steam | 4.122.000.000,00
i Turbine) l‘{;mbam;ékil Tcx_x_agai J;ﬁirl_k i - ]
i Pembuatan  Alat  Dan  Mesin 3.085.000.000,00
Pertanian
Pembuatan Komponen Dan/Atau 16.400.000.000,00
Produk ElLLtl‘U]ﬂ.‘lkd B
chbuata_tl Kabel cSrzrat Opi_l]:-: 5.200.000.000,00
Pembuatan  Smart Card Berupa |  9.800.000.000,00
Kartu  Plastik, RKartu  Plastk |
Security, Kartu Elcktronik Dan
Kartu Telepon Selular i
Fembuatan Peralalan F.500.000.000.00
| Telekomunikasi '
Pembuatan DanjfAlau  Perbalkan 39.000.000.000 Rald)
Kapal
Pembuatan Sepeda 40.000. f}{}-[} 000, L’Jt]
3. D}_rcktux Jcnd_cmj Pembuatan Pakan Ternalk 10.000.000.000,00
Industn Agro
Kementerian i
Perindu 'amd*n
4. | Kepala Bad’m I':'LDF.;:_'W:!_": Pc‘rnhuman Krmdﬂan Infus 14, 173.967.430,00
(]bat Ds_n Makanan

Salinan sesual dengan aslinya,

Sekretaris Direktoral Jenderal

.f'-.-- b
R u
il {Q{L\Qagian Unmum

DMREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL
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LAMPIKAM 1L

PERATURAN DIREETUR JEFDERAL BEA DAN CURAD NOMORE
PERE-DI1/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK
PHTANGGURNG PEMERINIAH ATAS IMPOLK BARANG DAN BALAN
LNTUR MEMPRODURKSD  BARANG  DANSATAL JASA GLUINA
KEFENTINGAN UMM DAN PENINGRATAN TIAY A SAING TNDUETRT
SEKTOR TERTENTU TAHUN ANCGGATRARN 2015

MNomor : Tanggal :
Lampiran
Hal : Permohonan Bea Masuk Ditanggung Pemerinlah atas Impor Barang

dan Bahan Berdasarkan PME Nomor 249 /PME.011 /2014

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Culkai
u.p. Direklur Fasilitas Kepabeanan
di Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari:

MNama Perusshaan

NTK

NPWP

Bidang Usaha

lzin Usaha Nomaor tanggal

Alamatl Kantor

Lolzasi Proyelk

Telepon Faksimili :
Pegjabat vang bisa d:lhtlbung: : Telp :
Mengajukan Permohonan BEMDTP Sektor :

Dengan inl mengajukan permohonan bea masuk ditanggung pemerintah atas impor
barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/atau jasa guna kepentingsn
umurn dan peningleatan daya saing industri sektor tertentu 1ahun anggaran 2015,

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung antara lain %

1. Ash Rencana hmpor Barang vang telah disetujui dan ditandasahkankan olch
Pembina Scktor Industrl, disertal data dalam bentuk softcopy;

2, Surat keterangan penerapan Sistem Informasi Persedisan Berbasis Komputer (17

Inveniory] dari Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kanlor Pelayanan Utama

Direktoral Jenderal Bea dan Cuked  penerbil Nomor Induk Perusahaan

Pembebasan dan/atau Pengembahan;

fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

fotokopi Angka Pengenal Importir,

fotokopt Akta Pendirian Perusahaan; dan

fotokopt lzin Usaha yang telah dilegalisasi oleh instansi yvang berwenang ataun

dengan menunjukkan asli dokumen kepada Direltur Fasilitas Kepabeanan atau

pojabatl yvang ditunjuk.

S g 1@

Demikian permohonan ini kami buat dengan schenar-benarnya dan kami akan
memaluhi semua peraturan yvang menjadi dasar pemberian bea masuk ditanggung
Permohon

permerintah ini.
e g = e i =g
/ \‘: !
Cip Perusidian [R t%r?leD :
bzl ity
\ __/N/a{na Terang *4

Jabatan

1 Diisi sesual dengan dokumen vang dilampirkan
“) Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/APIT

~—alan Akta Perusahaan
wvsglinan sesual dengan aslinya,

/ ‘*'r - Bektetaris Dircktoral Jenderal
X v L T,

e, Lo j:hl *Bagxan Umumn

DIREXKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL
-ttd-

AGUNG KUSWANDONO
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LAMPLEAN 1V

PERATURAN DIRERTUR JENDEHAL BEA [DAN CUKAL NOMOR
FER-O1/BC 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK
DITANGGUMNG PEMERINTAIL ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUK  MEMPRODURS!  BARANG DAN/ATAL  Jass GUNA
KEPENTIMNGAN VU DAN PENIMGRATAN. DAYA SATNG INDUSTE]
SENKTOR TERTEMNTL TAHLUN ANCGGARAN 2015

SURAT KETERANGAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI PERSEDIAAN BERBASIS
KOMPUTER (IT INVENTORY)

I O O s e P e

Kepala Kanlor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukal ..o, Bepala
Rantor Pelayanan Utama Bea dan Cukail Tipe A Tanjung F'rmk Jaka.rta” selaku

penerbit Nomor Induk Perusshasn Pembebasan dan/alan Pengembalian, schagal
beriloat:

Mama Perusahaan S S e R
Alamat Perusahaan e e T Y s
NIK e e L B

NPWP S e S e

NIPER Pembebagan dan fatan Pengembalian -

Lokasi Pabrik Badan Usaha B S U R S LR
s e B S
dst

Menerangkan bahwa perusahaan scbagaimana dischutkan di atas telah memenuhi
ketentuan pendayagunaan IT Inventory scbagaimana dipersyaratkan dalam
PER-D4/BC 2014 dan PER-0L5/BC/2014, sCrta tclah sesual dengan
PER-0G/BC/2014.

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai syaral pengajuan permohonan Fasilitas Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah bagi Perusahasn  yang memperoleh  fasililas
Pembebasan dan/atau Pengembalian Bea Masuk alas Impor Barang dan Bahan
urntuk Diclah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk
Dickspor.

2015
chala KanLDr Wﬂd}fah ::IJBL ...... /

/KEJ.EJ."‘I KPU Tanjung Priok"
| Cep \

Nama Terang
NIP
Y coret salah satu

Salinan sesual dengan aslinya, DIREKTUR .JENDERAL BEA DAN CUKAL,
Sekretaris Dircktorat Jenderal

e

f/::i' :'Kt’parld Edg;dl’l Umum

1. b ~ttd-
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LAMPIRAN W

FERATURAN DIEFKTUR JENEZERAL BEA DAN CURAL BOMOR
FER-01/BC 2015 TENTANCE TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUR
ITAMGCGTING PEMEREINTAY ATAS INPORK HARANG DAN HBARAN
UNTUE MEMPRODURS]  BARANG  DAN/ATALT  JASA  GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PEMINGRATAN DAYA SAING [NDULSTRI
SERTOR TERTENTU TAHUN ANGGARAR 2015

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN BARANG DARI GUDANG BERIEKAT
DENGAN MENGGUNAKAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM DTP)
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor @ ...

Kami yang bertandatangan di bawal ini :

L MatudPerngalldfiit: 000 R e i e e e e e R S A e
Alamal Perusahaan

Nomor Surat Kepulusan Penetapan
Penpusabha Gudang Bertkal FPDGB o bbb b s S sy i s S s e,
Alamat Gudang Berikat
NFWP Perusahaan

Mama Pemilile/ Penangoung jawab

Selanjutnya disebut schagai Pengusaha Gudang Berikat/PDGE;
. Mamsa Perusahaan

Alamat Ferusahaan

MNomor Izin Usaha

NFWF Perusahaan

Nama Pemilik /Penanggung jawab

Nomor Sural Keputusan Femberian
EM DTP Tahun Anggaran 2014

.....................................................................

Sclanjutnya dischut sebagai Perusahaan Penerima BM DTP.

Pengusaha Gudang Berikal/PDGB dengan ini menyatakan bahwa felah menyetujui
pengeluaran barang dari Gudang Berikat kepada Pemilik Fasilitas BM DTP, dengan
menggunakan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2015,
sesuat Sural Keputusan Pemberian BM DTP Tahun Anggaran 2015 di atas, dengan
rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana terlampir dalam Surat Pernyalaan ini:

Uraian Barang . Perkiraan Nilal Impor

Mo Jummlah Pos Tarmf HS Perkaraan
Satuan T R Bea Masuk
Fer Tuotal (Rp)

Satuan

Atas pengeluaran barang vang dilaksanakan, Pengusaha Gudang Bernkat/PDGBE
bersedia bertanggung jawab atas kebenaran pelaksanaan pengeluaran barang
dirnaksud, dan berscdia apabila sewakiu — wakiu dilalkukan pemeriksaan kemudian
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukead.

T ERNMTRIING . ' ] 4

Pemilik/Penanggung jawab
Perusahaan Pencrima BM DTF

Pemilik/Penangorung jawab
Pengusaha Gudang Berikat/FDGB

/(':'ur: I":m-.:m
\Nemug&“é_n fidd

Jabhatan

Meteral Lap Perusohsan
Rp. G000
4 Nama Tertng
R Jabatan

* Ditandatangani olch Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam APL/APL-P/APIT

atau Akta Perusahaan
Salinan sesuai dengan aslinya,
“Bekietaris Direktorat Jenderal

Ty L
P e
f;;r’ii?*/ Kepala\E‘:a}gian Umum
S ey i
&i
._I'E.I.-_;;;L

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAIL
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LAMPIEAN VI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAD NOMOTR
FOR-01/BC/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUL
DITAMCGGUNG PEMERINTAN ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
UNTUE MEMPRODURSD  BARANG  DAN/ATAL  JaSa GUNA
KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGEATAN DAYA SAINC INDUSTRI
SEKTOR TERTENTU TAITUM ANGGARAN 2015

KETENTUAN FORMAT CAFP
BEA MASUK DITANGGUNG FEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2015

o
e
-
[

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
BERDASARKAN PMK NOMOR 249/PMK.011/2014

Kode Akun (MAP) 412118 | Nama Pejabat: 4 CM
Nilai BM-DTP : NIP ;
Paraf
Tanggal '
Keterangan:

1. Cap/Stemnpel berbentuk persegi panjang, dengan masing-masing sisi adalah gans
tebal dan tipis:

Panjang 110 cm
Lebar 4 cm
2 Tulisan “BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PMK NOMOR
249/PMK.011/2014"
Tipe huruf : Arial
Ulsuran c 14 { + 3 mm)
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUEKAI
e e
Salinan sesuai dengan aslinya v ; :
i VWIUNG KUSWANDONG
Seckretaris Direktorat Jenderal o :
u.b.
chald Bagian Umum
e iﬁl
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